












BJae VI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

(1)  Tarif retribusi pemahaian kekayaan daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tchun sekali.

(2)  Peninjauan  tarif redbusi  sebagalmana dlmaksud  pada ayat (1)  dilcksanakan
dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian.

(3)  Penetapan  tarif  retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   ditetaphan
dengan peraturan bupati.

BJfty VII
WILAYAII PEMU NGUTAN

Pasal 15

Reulbusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut diwilayah daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

(1)  Masa  retribusi  pemakainn  kekayaan  daerah  ditetapkan     per-hdri  dan/per-
bulan.

(2)  Saat retribusi terutang ndalah pada saat diterbithannya SKRD atau  dokumen
lain yang dipercamakan.

(3)  Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ,

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PBMBAYARAN
Pasal 17

(I)    Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)    Retribusi dipungut dengrn menggunakan SKRD atau dokumen lain yang       `.

dipersramakan.

(3)    Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon den hartu langganan.

(4)    Hasil pemungutan retribusi 8ebagaimana dimakeud pnda ayat (1) dicetor
secara bruto ke kas daerah.

Pasal 18

( 1)    Retribusi yang terutang hafus dilaktlkan pembayafan seeafa tunai/lufias.
(2)    Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)    Tata   cara   pembayaran,   tempat   pembayaran   angsuran   dan   penundaan

pembayaran retribust diatur dengan Peraturan Bupati.
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BABX
SANKSI ADMINI STRAHF

Pasal 19
Dalam  hal  wajib  retribust  tidak  membayar  tepat  pada  waktunya  atau  kurang
membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua person)
setiap  bulan  dari  retribusi  yang  terutang  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  dan
ditagih dengall menggunakan STRD.

BAB XI
PENAGIHAN

Pasal 20

(1)  Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan
menggunakan STRD.

(2)  Penagihan  retribusi  terutang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  didahului
dengan surat teguran.

(3)  Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan
awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak
tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4)  Dalam   jangka   waktu    7    (tujuh)    hari    setelah   tanggal    surat   teguran/
peringatan/surat  lain  yang  sejenis,  wajib  retribusi  harus  melunasi  retribusi
yang terutang.

(5)  Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) dikeluarhan oleh pejabat yang ditunjuk.

(6)  Tata eara penagihan dali  pefiefbitah snfat tegufan/peringatan/surat lain yang
sejenis diatur dengan peraturan bupati.

BAB XII
KBBERATAN RBTRIBUSI

Pasal 2 1

(1)  Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)  Keberatan  diajuhan  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  disertal
alasan-alasan yang jelas.                                                                                             `.

(3)  Keberatan harus diajukan dalam jan8ha waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal  SKRD  diterbitkan,  kecua]i  jika  wa].ib  retribusi  dapat  menunjukkan
bahwa  jangka   waktu   itu   tidak   dapat   dipenuhi   karena   keadaan   diluar
kekuacaannya.

(4)  Keadaan  diluar  kekuasaannya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  adalah
suatu keadaan yang teljadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

(5)  Pengajuan   keberatan   tidak   menunda   kewajiban   membayar   retribusi   dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

(1)  Bupati dalam jan8ka walrfui  paling lalna 6  (enam  )  bulan  sejak tanggal  surat
keberatan  diterima  harus  memberi  keputusan  atas  keberatan yang diajuhan
dengan menerbitkan Surat KeputusLan Keberatan.

(2)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  untuk  memberikan
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